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ABSTRAK 

 

Hubungan antara pekerja dengan pihak perusahaan diikat dalam suatu 

perjanjian kerja, sebagaimana yang terjadi pada PT. Freshklindo Graha Solusi 

yang bergerak di bidang jasa cleaning servis yang memperkerjakan beberapa 

orang tenaga kerja pada perusahaan yang meminta jasa cleaning servis tersebut, 

dalam hal ini PT. Angkasa Pura Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. 

Dalam perjanjian kerja tersebut dinyatakan, bahwa Pembayaran upah dilakukan 

setiap akhir bulan, apabila Pihak II tidak masuk kerja karena mangkir, sakit, izin 

dan cuti, upah akan dipotong sesuai ketidakhadiran pekerja tersebut. Hal ini jelas 

merugikan pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara PT.Freshklindo Graha 

Solusi dengan tenaga kerja tentang cleaning service di Bandara Sultan Syarif 

Kasim II Pekanbaru, dan apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan 

perjanjian kerja antara  PT. Freshklindo Graha Solusi dengan tenaga kerja 

cleaning service. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 

kerja antara PT. Freshklindo Graha Solusi dengan tenaga kerja tentang cleaning 

service di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, serta untuk mengetahui 

kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara  PT. Freshklindo 

Graha Solusi dengan tenaga kerja tentang cleaning service. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan 

dengan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan cleaning service, di Bandara 

Sultan Syaruf Kasim II Pekanbaru. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan perjanjian kerja 

antara PT. FGS dengan pekerja di bidang jasa cleaning service, dimulai dengan 

penandatangan kontrak oleh kedua belah pihak, yang berisi tentang penentuan 

gaji/upah yang masih di bawah standar, penentuan peraturan perusahaan, jam 

kerja, larangan bagi pekerja, ketentuan mengenai kontrak kerja, pemutusan 

hubungan kerja dan pengunduran diri bagi pekerja yang tidak mendapatkan 

haknya, serta penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara musyawarah. 

Beberapa hal yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut semuanya dapat 

terlaksana oleh pekerja. Namun  ada beberapa hal yang belum dapat terlaksana 
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sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti upah yang masih di bawah 

standar, jam kerja yang terlalu panjang, ketentuan libur tidak sesuai, serta pekerja 

tidak mendapatkan hak pesangon atau jaminan dari perusahaan ketika 

diberhentikan atau pekerja yang bersangkutan mengundurkan diri. 

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. FGS dengan 

pekerja, yakni hambatan yang dialami oleh PT.FGS antara lain adalah masih ada 

di antara pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara disiplin, seperti 

terlambat atau tidak masuk kantor tanpa pemberitahuan, sehingga perusahaan 

kesulitan dalam mencari pengganti yang pada akhirnya ada pekerjaan yang tidak 

dapat dilaksanakan. Di samping itu piha pekerja juga melakukan pemutusan 

hubungan kerja dan pengunduran diri secara tiba-tiba sehingga penyulitkan 

perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sedangkan hambatan 

yang dialami oleh pekerja adalah jam kerja yang terlalu panjang (9 jam perhari), 

sedangkan upah yang diterima masih rendah. Kemudian juga banyak peraturan 

yang dibuat oleh perusahaan membuat pekerja tidak nyaman dan tidak dapat 

melaksanakan pekerjaan secara maksimal. 

 

 

  

 


